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ABSTRAK 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berjudul 

“Fenomena Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI di Intansi Kementerian 

Prespektif Fiqh Siyāsah Idāriyah” yang bertujuan menjawab rumusan masalah 

berisi pertanyaan tentang : 1) Bagaimana fenomena pengisian jabatan sipil oleh 

anggota TNI 2) Bagaimana Analisis Yuridis dan Fiqh Siyāsah Idāriyah  terhadap 

pengisian jabatan sipil oleh TNI.  

 Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan Undang-Undang (stattute approach), bahan hukum yang digunakan 

adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara 

(ASN) serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dari kitab Fiqh Siyāsah 

Idāriyah dan  

 Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi pengisian jabatan sipil di luar 

Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan oleh  Anggota TNI yang berstatus dinas 

aktif keprajuritan. Praktik pengisian jabatan sipil dilakukan berdasarkan Surat 

Keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Nomor Kep/435/V/2021 

tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI, bahwa 

terdapat temuan dalam penempatan Anggota militer dibawah Kementerian 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Praktik tersebut merupakan 

pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang TNI yang tidak memperbolehkan TNI mengisi jabatan sipil kecuali untuk 

beberapa instansi yaitu yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan 

Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelejen Negara, Sandi 

Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and 

Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung. Dalam 

menduduki Jabatan TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil setelah menjadi 

purnawirawan atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Dalam analisis 

Fiqh Siyāsah Idāriyah menyatakan proses pelaksanaan Diwan di Indonesia yang 

mengatur An-Nidham Al-Harby (organisasi ketentaraan) tidak sesuai, antara proses 

pelaksanaan penunjukan serta pengangkatan militer dengan peraturan perundang-

undangan. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pengisian jabatan sipil 

yang terjadi di Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara. TNI diharapkan dapat memaksimalkan 

pembinaan karier di lingkungan TNI, meningkatkan kapasitas TNI untuk 

melakukan pertahanan yang mumpuni, Alutsista dimodernisasi dan mengutamakan 

kesejahteraan prajurit. 
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